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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK 
PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penerapan hukum oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana kekerasan terhadap 
perempuan dan anak penyandang disabilitas, untuk mengetahui implementasi 
perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas di 
Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta untuk mengetahui hambatan dalam menetapkan 
keadilan bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri 
Sukoharjo dan solusi untuk menanggulanginya. Metode pendekatan yang penulis 
pakai adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis 
dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi 
penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Menggunakan sumber data primer dan 
data sekunder. Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan 
teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum 
terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri 
Sukoharjo adalah dengan memberikan diskresi atau kebijakan dalam pemenuhan 
hak-haknya, dimulai semenjak korban mengalami tindak kekerasan dan juga selama 
korban menjalani proses hukum. 





This study aims to determine the policy of  law enforcement by judges in deciding 
cases of criminal acts of violence against women and children with disabilities, to 
know the implementation of legal protection for women and children with disabilities 
in the Local Court of Sukoharjo,  and to identify barriers to justice for women and 
children with disabilities in the District Court of Sukoharjo and solution  to overcome 
them. The methods of approach used by the writer are juridical empirical approach.  
The type of research used by the writer in this study is descriptive research type. The 
location of research at the District Court of Sukoharjo. This study use primary data 
and secondary data sources. The methods of collecting data in this study are 
literature study techniques and field studies. Based on the result of research and 
discussion can be concluded that the implementation of legal protection for women 
and children with disabilities in the Local Court of Sukoharjo is to provide discretion 
or policy in the fulfillment of rights, starting since the victim experiencing violence 
and also during the victim through legal process. 







Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, harus mampu 
memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya dari segala bentuk 
diskriminasi dan tindak kekerasan. Perlindungan dan jaminan hukum harus diberikan 
oleh negara terutama untuk individu yang rentan akan tindak kekerasan, seperti 
perempuan dan anak penyandang disabilitas. Segala bentuk tindakan yang dapat 
merugikan terhadap kehidupan perempuan dan anak harus mampu dihapuskan, 
bagaimanapun perhatian dan perlindungan khusus harus mampu diberikan terhadap 
perempuan dan anak, tanpa terkecuali perempuan dan anak penyandang disabilitas. 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan.
1
 Anak penyandang disabilitas adalah 
anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam 
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap 
masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi 
penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
2
 Perempuan penyandang disabilitas 
juga mempunyai kebutuhan khusus yang sama, seperti penyandang disabilitas lainya. 
Pemenuhan kebutuhan khusus terhadap penyandang disabilitas, harus dilakukan 
dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial secara umum. 
Keberadaan perempuan dan anak penyandang disabilitas harus mendapatkan 
tempat dan perlindungan secara khusus, bagaimanapun lingkungan terdekat seperti 
orang tua, keluarga dan masyarakat harus memberikan perhatian yang lebih kepada 
perempuan dan anak penyandang disabilitas. Keberadaan perempuan dan anak 
penyandang disabilitas sebagai pribadi yang mempunyai kebutuhan khusus, harus 
tetap mempunyai tempat dan kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia. 
Tindakan seseorang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain baik 
secara fisik maupun psikis dapat dikatakan sebagai suatu tindak kejahatan. Kejahatan 
kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, 
ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau 
                                                 
1
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak 
Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 1. 
2
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak 
Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 7. 
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masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, 
kelainan perkembangan atau perampasan hak.
3
 Segala hal yang mendasari dan 
berkaitan dengan tindak kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. 
Pertanggung-jawaban pidana merupakan salah satu jawaban dalam hal penegakan 
nilai keadilan bagi pelaku tindak kekerasan.  
Sistem peradilan pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi 
masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa 
aman masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam 
batas-batas toleransi yang dapat diterima.
4
 Salah satu tujuan akhir dalam pelaksanaan 
sistem peradilan pidana adalah penegakan hukum secara baik, dimana salah satu 
penegakan hukum secara baik adalah yang mengandung prinsip proporsional. 
Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana 
penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, dengan demikian yang tegak tidak saja 




Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pengendalian terhadap 
kejahatan yang untuk diberantas atau sekurang-kurangnya dijaga agar berada dalam 
batasan tertentu.
6
 Implementasi penegakan hukum yang baik yang berdasarkan 
prinsip proporsional harus mampu menciptakan nilai keadilan secara umum, yang 
mencangkup nilai keadilan dari pihak korban, pihak pelaku kekerasan, maupun 
terhadap pihak masyarakat secara keseluruhan. 
Berdasarkan uraian latar belakang yang  telah  disampaikan  di  atas,  maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: “Perlindungan Hukum 
Terhadap Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan 
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)”. 
                                                 
3
 Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosio cultural Kriminologi Hukum, 
Bandung: UNPAD Press, 2004, hal. 54.   
4
 Mardjono Reksodiputro, Kriminolog Dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Lembaga Kriminolog 
UI, 1997, hal. 140. 
5
 Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: UMM-Press, 2004, hal. 217-218. 
6
 Bambang Purnomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum pidana. Jakarta: 
Bina aksara, 1994, hal. 52. 
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Dari rumusan di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk 
mengetahui kebijakan penerapan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan 
perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang 
disabilitas, untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap 
perempuan dan anak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta 
ntuk mengetahui hambatan dalam menetapkan keadilan bagi perempuan dan anak 
penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan solusi untuk 
menanggulanginya. 
Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan hukum yuridis 
normatif.
7
 Penulis akan mengkaji secara lengkap mengenai kebijakan hukum pidana 
dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan penerapan hukumnya oleh hakim 
dalam memberikan putusan dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap 
perempuan dan anak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Jenis 
penelitian adalah deskriptif.
8
 Adapun yang akan dianalisis dalam penelitian ini 
adalah mengenai kebijakan hukum pidana dan penerapan hukumnya, serta 
pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan terhadap 
perempuan dan anak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sukoharjo. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Studi pustaka ditujukan terhadap literatur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, serta peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya 
dengan obyek penelitian yang dikaji oleh penulis, mengenai aturan hukum dan 
penerapan hukumnya, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang 
disabilitas. 
                                                 
7
 Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu: pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan 
perundang – undangan dan diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. 
Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta: Rajawali, 1985, hal 17.  
8
 Jenis penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data 
yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala lainya, Lihat Soerjono Soekanto, 
Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984, hal. 10. 
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Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek 
yang diteliti adalah wawancara, penulis dalam hal ini akan  mengadakan  
wawancara
9
 secara langsung kepada salah satu hakim yang pernah memutuskan 




 dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat 
dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Adapun Model  analisis  yang penulis  
gunakan adalah interactive model of analisys.
11
 Dalam pengambilan kesimpulan 
dilakukan secara deduktif. Deduktif adalah cara berpikir dari pernyataan yang 
bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penalaran deduktif 
merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang 
kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau 
pengetahuan baru yang bersifat lebih 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Penerapan tindak pidana terhadap kasus tindak kekerasan terhadap 
perempuan dan anak penyandang disabilitas, tahapanya adalah sebagai berikut: 
Tahap pertama, yaitu dimulai dengan tahap penyelidikan. Tahap kedua, yaitu berupa 
tahap penyidikan. Tahap ketiga, yaitu berupa tahap penuntutan. Tahap keempat, 
yaitu berupa tahap persidangan. Tahap kelima, yaitu berupa tahapan eksekusi. 
Setelah adanya putusan yang dijatuhkan oleh maelis hakim, maka selanjutnya akan 
dilakukan tahapan eksekusi sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukum sesuai 
dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. 
                                                 
9
 Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan diantara dua orang atau lebih 
bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan keterangan, Lihat 
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 8, 2007, 
hal. 83. 
10
 Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke dalam pola, kategori dan 
satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja. LihatLexy J. 
Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosada Karya,1991, hal. 80. 
11
 Interactive model of analisys yaitu proses menganalisis dengan menggunakan tiga kompenen 
sebagai berikut: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penarikan Kesimpulan. Lihat HB. Sutopo, Metode 
Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press, 2002, hal. 58. 
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Dalam kasus tindak pidana kekerasan apabila yang menjadi korban 
perempuan dan anak penyandang disabilitas, maka pelaku tindak pidana akan 
dikenakan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga. Adapun ketentuan pasalnya adalah sebagai berikut: 1) 
Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga (Pasal 44 ayat (1), (2), (3), dan (4)); 2) 
Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga (Pasal 45 ayat (1)); 3) Kekerasan 
seksual dalam lingkup rumah tanggga (Pasal 46, 47, dan 48); 4) Menelantarkan 
orang lain dalam lingkup rumah tangga atau menelantarkan orang lain yang berada di 
bawah kendali (Pasal 49); 5) Pidana tambahan terhadap tindak kekerasan dalam 
lingkup rumah tanggga (Pasal 49). 
Penanganan kasus terhadap perempuan penyandang disabilitas apabila di 
luar lingkup keluarga atau rumah tangga maka berlaku Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). Adapun ketentuan pasalnya adalah Pasal 285 tentang 
kekerasan seksual. Sedangkan penanganan kasus terhadap anak penyandang 
disabilitas apabila di luar lingkup keluarga atau rumah tangga maka berlaku Undang-
Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-
Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Adapun ketentuan pasalnya 
adalah sebagai berikut: 1) Kekerasan seksual terhadap anak (Pasal 81 Butir (1), (2), 
dan (3)). 
Berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa 
dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap penyandang disabilitas, maka dapat 
diketahui bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut mendasarkan 
pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana dalam Putusan 
Nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Skh. terdakwa Suparman Bin Alm. Madyo Semito dijerat 
dengan Pasal 286 KUHP dan di jatuhi putusan dengan pidana penjara selama 8 
(delapan) tahun. Sedangkan dalam Putusan Nomor: 28/Pid.B/2013/PN.Skh. terdakwa 
Oktober Budiawan, SPd Bin  Mulyana dijerat dengan Pasal 289 KUHP dan di jatuhi 
putusan dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara. 
Di sisi lain juga perlu dipahami bersama, bahwa perlindungan hukum 
melalui penjatuhan putusan harus dilakukan secara jeli melalui penarapan undang-
undang yang sesuai. Bagaimanapun penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak 
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kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas telah diatur dalam 
ketentuan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan keperuntukanya masing-
masing 
Perlu dipahami bersama bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa 
pelaku tindak kekerasan terhadap penyandang disabilitas dalam Putusan Nomor: 
69/Pid.B/2016/PN.Skh. terhadap terdakwa Suparman Bin Alm. Madyo Semito yang 
dijerat dengan Pasal 286 KUHP dan dijatuhi putusan dengan pidana penjara selama 8 
(delapan) tahun dianggap kurang tepat. Bagaimanapun pelaku Suparman Bin Alm. 
Madyo Semito adalah ayah kandung dari korban, dan sudah seharusnya pelaku 
dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
Sedangkan dalam dalam Putusan Nomor: 28/Pid.B/2013/PN.Skh. dengan 
terdakwa Oktober Budiawan, SPd Bin Mulyana dianggap telah sesuai dengan 
dikenakan Pasal 289 KUHP dan di jatuhi putusan dengan pidana penjara selama 11 
(sebelas) tahun penjara. Hal tersebut karena pelaku bukan merupakan anggota 
keluarga dari si korban, selain itu pada waktu kejadian korban juga uda dianggap 
dewasa berdasarkan umur. Tetapi penerapan hukuman terhadap pelaku seharusnya 
juga harus lebih diperberat, karena bagaimanapun teradinya tindak kekerasan 
tersebut berada dalam lingkungan sekolahan dan pelaku juga merupakan guru dari 
korban, sehingga sudah seharusnya pelaku harus mampu menjaga dan melindungi 
korban, bukan malah sebaliknya memanfaatkan kelemahan korban untuk melakukan 
tindak kekerasan. 
Dalam mengimplementasikan perlindungan hukum diperlukanya adanya 
dasar atau payung hukum yang jelas, yang dijadikan landasan dalam memberikan 
perlindungan hukum tersebut. Perlindungan hukum perlu diberikan demi menjamin 
dan melindungi hak-hak yang dimiliki perempuan dan anak penyandang disabilitas, 
terutama penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana. Implementasi 
perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dan anak 
penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana, telah dituangkan dalam 
berbagai ketentuan undang-undang, adapun ketentuan tersebut antara lain sebagai 
berikut: 1) Undang-Undang Dasar 1945; 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
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tentang Hak Asasi Manusia. 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak. 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak. 5) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.  
Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki 
penyandang disabilitas terutama terhadap korban tindak pidana harus diberikan 
secara menyeluruh, salah satunya dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan 
Saksi dan Korban, yakni Pasal 5 Ayat (1) dimana dalam ketentuan tersebut telah 
disebutkan mengenai hak-hak yang dimiliki seorang saksi dan korban untuk 
mendapatkan perlindungan, berupa perlindungan keamanan dari awal proses hukum 
sampai berakirnya proses hukum tersebut, mendapatkan informasi yang dibutuhkan 
tentang perkembangan kasus yang sedang dijalani, hingga memperoleh penggantian 
biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. 
Dalam pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan kepada saksi dan/ korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu 
sesuai dengan keputusan LPSK.
12
 LPSK diharapkan jeli dalam memberikan 
perlindungan terhadap saksi dan korban, dalam hal ini tidak semua saksi dan korban 
harus mendapatkan perlindungan, hanya untuk kasus-kasus tertentu yang dianggap 
sangat berisiko terhadap keselamatan korban dan saksi. Jelaslah, berdasarkan 
ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak 
setiap saksi atau korban yang memberikan keterangan (kesaksian) dalam suatu 
proses peradilan pidana, secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang 
dinyatakan dalam undang-undang ini.
13
 
Menurut M. Syafi’ie dalam bukunya Potret Disabel Berhadapan Dengan 
Hukum Negara yang dimaksud dengan hak para penyandang disabilitas, meliputi:
14
 
1) Hak untuk mendapat pendamping, 2) Hak untuk mendapat penerjemah, 3) Hak 
untuk mendapat ahli, 4) Hak untuk diperiksa oleh penyidik, jaksa penuntut umum 
dan hakim yang memahami masalah disabel. 5) Hak untuk mendapatkan pertanyaan 
yang tidak menjerat atau merendahkan sifat dasar disable, 6) Hak untuk diberitahu 
                                                 
12
 Abdul Salam Siku, Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana, 
Makassar: Indonesia Prime, 2016, hal 111 
13
 Ibid,hal 112 
14
 M. Syafi’ie, Potret Disabel berhadapan dengan Hukum Negara, Yogyakarta: Sigab, 2014, hal. 37.   
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perkembangan kasus yang sedang ditangani penyidik, jaksa, maupun hakim, dan 7) 
Hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan yang dijatuhkan hakim kepada 
terdakwa.  
Dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak 
penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sukoharjo, korban telah mengajukan 
perlindungan kepada LBH (Lembaga Bantuan Hukum) bukan kepada LPSK 
(Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), maka hak-hak yang tercantum dalam 
pasal 5 ayat (1) bersifat tidak mengikat untuk diberikan kepada korban, apabila 
pejabat yang berwenang telah memberikan beberapa hak maka itu merupakan suatu 
diskresi atau kebijakan dari pejabat hukum tersebut.  
Adapun implementasi perlindungan hukum terhadap korban penyandang 
disabilitas dalam proses penegakan hukum dapat diberikan oleh para pihak yang 
terlibat dan berkaitan langsung dalam proses hukum tersebut, yakni:
15
 1) Upaya 
Perlindungan oleh Pihak Kepolisian; 2) Upaya Perlindungan oleh Pihak Tenaga 
Kesehatan; 3) Upaya Perlindungan oleh Pihak Advokat atau Pengacara; 4) Upaya 
Perlindungan oleh Pihak Pekerja Sosial. 
Hakim dalam memberikan keputusan harus mendasarkan keadilan. 
Pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim yaitu pejabat yang 
melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang.
16
 
Berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam undang-undang diatas maupun 
dalam penjelasan lain oleh ahli hukum, maka implementasi yang telah diupayakan 
untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak penyandang 
disabilitas terutama di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah melalui:
17
 1) 
Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari 
ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah 
diberikannya; 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan dan dukungan keamanan; 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan; 4) 
                                                 
15
 Boxgie Agus Santoso, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo, WawancaraPribadi, Pada 
hari Kamis tanggal 16 Maret 2017, Pukul 10:20 Wib. 
16
 Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 
Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 73. 
17
 Boxgie Agus Santoso, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo, WawancaraPribadi, Pada 
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Mendapat penerjemah; 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 6) Mendapatkan 
informasi mengenai perkembangan kasus. 
Selain implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak 
penyandang disabilitas di atas, wujud nyata perlindungan yang diberikan oleh majelis 
hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah melalui penjatuhan hukuman lewat 
pemberian putusan. Melalui penjatuhan hukum inilah Implementasi perlindungan 
hukum terhadap nilai keadilan dapat diberikan secara nyata, karena pada dasarnya 
perlindungan hukum tidak hanya sebatas upaya pencegahan maupun pemenuhan 
hak-haknya selama menjalani proses hukum saja. Lebih dari pada itu perlindungan 
hukum kepada perempuan dan anak penyandang disabilitas salah satunya juga dapat 
diimplementasikan melalui pemberian hukuman kepada pelaku kekerasan. Hal 
tersebut penting selain untuk mempertegas pemenuhan hak rasa keadilan pada diri 
korban, hukuman yang diterima oleh pelaku merupakan pertanggung jawaban atas 
perbuatan salah yang telah dilakukan, selain itu juga untuk memberikan 
pembelajaran kepada masyarakat secara umum, bahwa ada hukuman bagi siapa saja 
yang melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang 
disabilitas. 
Dalam upaya memberikan keadilan bagi penyandang disabilitas biasanya 
akan mengalami beberapa hambatan, baik hambatan yang berasal dari korban 
penyandang disabilitas itu sendiri, maupun dari pelaku kekerasan tersebut. Adapun 
kendala dari korban penyandang disabilitas dan pelaku kekerasan adalah sebagai 
berikut: 
Hambatan Yang Berasal Dari Korban Penyandang Disabilitas, dalam upaya 
menegakan keadilan terhadap kasus tindak kekerasan terhadap korban penyandang 
disabilitas biasanya mengalami kendala. Adapun kendala yang berasal dari korban 
tindak kekerasan adalah sebagai berikut:
18
 1) Adanya rasa takut dari diri korban. 2) 
Adanya kekurangan atau keterbatasan dari diri korban untuk mengungkapkan sesuatu 
hal. 3) Kurangnya saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. 
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Hambatan yang berasal dari pelaku tindak kekerasan, hambatan atau 
kendala yang dialami dalam suatu proses pengungkapan kasus tidak hanya berasal 
dari pihak korban, melainkan juga dari pihak pelaku dalam memberikan keterangan 
atau kesaksian dalam suatu proses persidangan. Adapun kendala yang berasal dari 
pelaku tindak kekerasan adalah sebagai berikut:
19
 1) Terdakwa berbelit belit dalam 
memberikan keterangan. 2) Terdakwa tidak mengakui perbuatanya. 
Terhadap pihak korban, adapun upaya-upaya untuk menanggulangi 
terjadinya tindak kekerasan terhadap penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:
20
 
1) Pendampingan terhadap penyandang disabilitas. 2) Harus ada ekstra pengawasan 
dari orang tua. 3) Perlindungan terhadap penyandang disabilitas. (4) Bimbingan 
terhadap anak penyandang disabilitas. 
Terhadap pihak pelaku, upaya terhadap pelaku kejahatan kekerasan terhadap 
penyandang disabilitas adalah melalui:
21
1) Sanksi pidana dijatuhkan hukuman yang 




Pertama, kebijakan penerapan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan 
putusan perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang 
disabilitas adalah dengan menerapkan ketentuan undang-undang yang sesuai 
keperuntunganya, yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
persidangan, hingga eksekusi. 
Kedua, Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak 
penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah dengan memberikan 
diskresi atau kebijakan dalam pemenuhan hak-haknya, dimulai semenjak korban 
mengalami tindak kekerasan dan juga selama korban menjalani proses hukum. 
Pemenuhan perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, 
                                                 
19
 Boxgie Agus Santoso, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo, WawancaraPribadi, Pada 
hari Kamis tanggal 16 Maret 2017, Pukul 10:20 Wib. 
20
 Boxgie Agus Santoso, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo, WawancaraPribadi, Pada 
hari Kamis tanggal 16 Maret 2017, Pukul 10:20 Wib. 
21
 Boxgie Agus Santoso, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo, WawancaraPribadi, Pada 
hari Kamis tanggal 16 Maret 2017, Pukul 10:20 Wib. 
 12 
 
tenaga medis, pengacara, hakim, hingga lembaga sosial dalam memberikan 
pendampingan. 
Ketiga, Hambatan dalam menetapkan keadilan bagi perempuan dan anak 
penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sukoharjo, ada dalam hal penegakan 
hukum. Dalam penegakan hukum hambatanya berasal dari korban penyandang 
disabilitas dan dari pelaku kekerasan, dari korban penyandang disabilitas adalah 
adanya rasa takut dari diri korban, adanya kekurangan atau keterbatasan dari diri 
korban untuk mengungkapkan sesuatu hal, dan kurangnya saksi yang melihat 
langsung kejadian tersebut, adapun yang berasal pelaku tindak kekerasan adalah 
terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan dan terdakwa tidak mengakui 
perbuatanya. Sedangkan hambatan dalam pemenuhan hak  adalah orang tua yang 
mengalami kendala untuk mensekolahkan anaknya di Sekolah Luar Biasa, masih 
banyak penyandang disabilitas yang terlantar, dan masih kurangnya fasilitas 
penunjang dalam kegiatan belajar mengajar dan aktifitas kreatif. 
Pertama, diharapkan hakim dalam menerapkan hukum, ketika menjatuhkan 
putusan perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang 
disabilitas untuk memberikan hukuman yang maksimal serta ketepatan dalam 
menjatuhkan peraturan perundang-undangan demi memberikan efek jera kepada 
terdakwa, serta memenuhi rasa keadilan bagi korban, sehingga tindak pidana 
kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas tidak terulang 
kembali. 
Kedua, diharapkan kedepanya implementasi perlindungan hukum terhadap 
perempuan dan anak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sukoharjo dapat 
diwujudkan dengan sepenuhnya, melalui pemberian beberapa hak-haknya yang telah 
ditentukan dalam undang-undang, berupa pendampingan selama korban menjalani 
proses hukum, yaitu disarankan pendampingan oleh LPSK atau Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban, serta memberikan hukuman secara maksimal 
terhadap terdakwa. 
Ketiga, diharapkan kedepanya hambatan dalam menetapkan keadilan bagi 
perempuan dan anak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sukoharjo dapat 
diatasi, baik dalam penegakan hukum berupa pemberian hukuman maksimal kepada 
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terdakwa dan memberikan diskresi/ kebijakan beberapa hak yang diberikan korban 
berupa pendampingan, pengawasan, perlindungan, serta bimbingan terhadap 
perempuan dan anak penyandang disabilitas. 
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